PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR
99/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI11/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENPASAMAN BARAT NOMOR 101/PP.04.2-
Kpt/1312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 99/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASAMAN BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK

bahwa Nurhayati, Nurpalinda, Helmi Anum, Bustami, dan Aulia Rahmi Kinanti telah
mengundurkan diri menjadi anggota PPDP Nagari Lingkuang Aua;bahwa Atriadi, Yul
Dedi Harianto, dan Hendiyan Saputra telah mengundurkan diri menjadi anggota
PPDP Nagari Kapa;bahwa Purwati, Renti Afnita, Eva Desi, dan Wawan Gunawawan
telah mengundurkan diri menjadi anggota PPDP Nagari Koto Baru;bahwa Dewi
Oktaviani telah mengundurkan diri menjadi anggota PPDP Nagari Air Bangis;bahwa
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pengangkatan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih se Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman
Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini
adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512); eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara



CATATAN

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020
tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun
2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-
Kpt/03/KPU/111/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor
112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman
Barat Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/11/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota; Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor
540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-
SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-
SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 90/PL.02.2-Kpt/1312/KPU-Kab/V1/2020
Standar Operasional Prosedur Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan
Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Pasaman Barat Nomor 101/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-
Kab/VI1/2020 dijelaskan terkait penetapan Mengangkat dan mengganti Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih se Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati
Pasaman Barat Tahun 2020 di Nagari Lingkuang Aua, Nagari, Nagari Koto Baru
dan Nagari Air Bangis;

- Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli
2020






